
 

 

BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pada pembahasan bab II dan bab III penulis dapat 

menyimpulkan bahwa: 

1. Penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh KPK dalam kasus Hadi 

Poernomo tersebut tidak berdasarkan undang-undang. Dimulai dari proses 

pengangkatan oleh KPK yang tidak memenuhi syarat, proses penyelidikan 

dan penyidikan KPK yang tidak berdasarkan pada SOP KPK sendiri, hingga 

penetapan tersangka yang dilakukan oleh KPK terhadap Hadi Poernomo. 

2. Upaya hukum yang dapat dilakukan sebenarnya bukanlah peninjauan 

kembali, karena jika berdasarkan KUHAP serta PERMA bahwa putusan 

praperadilan tidak dapat diajukan dalam Peninjauan kembali, akan tetapi 

dalam kasus ini praperadilan diajukan dalam peninjauan kembali. Karena 

berdasarkan pasal 263 ayat (3) KUHAP dasar mengajukan peninjauan 

kembali adalah putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.  

B. Saran 

1. Penulis memberikan saran bahwa seharusnya KPK lebih memahami 

mengenai proses pengangkatan mengenai penyelidik dan penyidik beserta 

proses dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan berdasrkan SOP 

yang dimiliki oleh KPK sendiri. 

2. Penulis memberikan saran bahwa jika memang KPK kalah dalam putusan 

praperadilan, seharusnya KPK dapat menerimanya karena tidak 



61 

 

dikabulkannya permohonan gugatannya tersebut. jika memang tidak bisa 

diajukan dalam Peninjauan kembali, dan memang dalam perkara tersebut 

Hadi Poernomo tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan 

memang adanya kerugian milik negara, maka jalan keluarnya seharusnya 

KPK mengajukannya bukan ke Peninjauan kembali akan tetapi menggugat 

Hadi Poernomo dalam perdata yang dikarenakan kelalaianya dalam 

wewenangnya sebagai Badan Pemeriksa Keuangan pada saat itu. 
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